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ABSTRACT

The establishment of LSD as a rice-fields conversion control policy shows
an inconsistency to the regional development orientation of the Badung Regency as
a part of the Sarbagita Urban City, which is a tourism-based metropolitan area.
Furthermore, the existence of LSD seems to make a dualism to the rice-fields
conversion control policy in Badung Regency, considering that LP2B already
established as a rice-fields conversion control policy. This research aims to provide
an overview of the relevance and harmonization of LSD establishment towards the
regional development orientation based on various applicable spatial planning
policies and leading sectors in Badung Regency. The method used in this research
is a mixed method sequential explanatory with a spatial approach (overlay), LQO
and Shift Share analysis as well as descriptive analysis based on leading sectors.
The results of this research show that there is a discrepancy between the
establishment of LSD towards various spatial planning policies in Badung Regency.
Based on the leading sector, the establishment of LSD also shows disharmony
regarding to the regional development implementation. For this reason, integrating
LSD into LP2B is needed to harmonize the rice-fields conversions control policies,
strengthening regional functions, and improving farmer welfare, to support food
estate in the Sarbagita Urban City.

Keywords: LSD, Rice-Fields Conversion Control Policy, Regional Development
Orientation, Sarbagita Urban City
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masifnya perubahan penggunaan (alih fungsi) lahan pertanian khususnya
sawah berpotensi menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional
(Ayunita, dkk., 2021). Alih fungsi terhadap suatu lahan sawah dapat berakibat
pada hilangnya produktivitas kawasan pertanian dan berdampak pada
degradasi ketahanan pangan (Martanto, 2021). Dalam seminar nasional yang
diselenggarakan secara daring oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
pada tanggal 21 September 2023, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih
Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald selaku
narasumber memaparkan data bahwa di Indonesia telah terjadi penurunan
kuantitas kawasan pertanian secara nasional berkisar antara 60.000 s.d. 80.000
hektar/tahun atau jika dihitung dalam satuan harian menjadi sekitar 165 s.d.
220 hektar/hari. Angka tersebut menjadi ironi bagi Indonesia yang terkenal
dengan julukan “Negara Agraris” yang seharusnya mengandalkan sektor-
sektor agraris (pertanian) sebagai sektor unggulan namun harus kehilangan
media utamanya yaitu lahan sawah. Menurut Suratha (2014), penurunan
kuantitas lahan sawah secara masif juga menyebabkan marginalisasi sektor
usaha pertanian yang bermuara pada penurunan daya saing produk pertanian
lokal.

Problematika alih fungsi lahan sawah yang masif mendapat atensi khusus
dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah (yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 59 Tahun 2019).
Penetapan Perpres tersebut dilatarbelakangi atas urgensi dari pengendalian alih
fungsi lahan sawah sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi
pertanian nasional. Selain itu Perpres tersebut mengamanatkan akselerasi
penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (yang selanjutnya disebut LSD)
sebagai program strategis nasional, sebagaimana dituangkan dalam

konsiderans Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Sebagai langkah konkret dari



akselerasi penetapan LSD, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut Menteri ATR/Kepala BPN)
mengeluarkan keputusan dengan Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 pada
tanggal 16 Desember 2021 yang menetapkan LSD di wilayah kabupaten/kota
pada 8 provinsi di Indonesia. Dengan ditetapkannya berbagai peraturan
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang serius dan menaruh
perhatian khusus terhadap semakin menipisnya kuantitas lahan sawah di
Indonesia.

Namun dalam implementasinya, penetapan peta LSD melalui keputusan
tersebut menimbulkan berbagai problematika terutama pada implementasinya
secara teknis di tingkat daerah (Sutaryono, 2023). Problematika tersebut
ditimbulkan dari adanya disharmoni atau tidak selarasnya peta LSD yang
ditetapkan dengan kondisi eksisting dan alokasi lahan sawah pada pola ruang
yang berlaku. Pradnyadewi (2023) menyatakan bahwa problematika LSD juga
muncul sebagai akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pola
ruang yang berlaku dan juga kontradiksi dari pemerintah yang melakukan
upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui LSD namun tetap
mendorong pertumbuhan sektor industri/manufaktur yang berdampak pada
alih fungsi lahan sawah. Beberapa faktor relevan yang paling memungkinkan
menjadi penyebab permasalahan dalam disharmoni LSD diantaranya
(Sutaryono, 2023): (1) adanya perbedaan kepentingan antara kemudahan
berinvestasi dengan kebijakan ketahanan pangan; (2) belum terbangunnya
kesepahaman antar-Organisasi Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut
OPD) atau pemangku kepentingan terkait; (3) adanya perbedaan kondisi dan
alokasi area lahan sawah pada LSD dengan alokasi area pada pola ruang yang
berlaku; (4) penetapan lokasi LSD pada zona non pertanian dalam pola
ruang/penetapan LSD pada lahan-lahan yang secara riil sudah terbangun. Tidak
menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor problematika tersebut bisa
ditemukan pada wilayah yang mendapat alokasi penetapan LSD, seperti yang
terjadi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kabupaten Badung yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan



Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan (yang selanjutnya disebut
Perpres Nomor 45 Tahun 2011) termasuk dalam cakupan Kawasan Perkotaan
Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (yang selanjutnya disebut Kawasan
Perkotaan Sarbagita). Pada Pasal 6 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
5 dari 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Badung akan dikembangkan sebagai
kawasan metropolitan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi nasional
berbasis pariwisata bertaraf internasional. D1 sisi lain, Kabupaten Badung yang
akan dikembangkan sebagai kawasan metropolitan mendapat penetapan LSD
seluas 8.597,40 hektar atau 20,54% dari luas total wilayah kabupatennya
(Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021).
Kondisi ini menggambarkan inkonsistensi antara arah pengembangan kawasan
metropolitan dengan perlindungan terhadap lahan sawahnya. Dalam
implementasinya secara konkret, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan
sawah di Kabupaten Badung juga mengalami inkonsistensi, seperti yang
dijabarkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1. Berbagai Peraturan Terkait Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah di Kabupaten Badung

No.| Tahun Peraturan Terkait Luas (hektar)
()| (2) (3) (4)
1. Lahan baku
Keputusan Menteri sawah (LBS):
1 | 2001 ATR/Kepala BPN Nomor [9.072,48
1589/SK-HK.02.01/X11/2021
(Lampiran 12) 2. LSD: 8.597,40
Keputusan Bupati Badung 1. Lahan baku
Nomor 382/048/HK/2022 |sawah (LBS):
5 | 2000 tentang Penetapan Peta dan |8.800
Sebaran Lahan Pertanian dan
Pangan Berkelanjutan 2. LP2B: 6.656
(Lampiran 14)

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Sebenarnya Perpres Nomor 45 Tahun 2011 telah mengakomodasi secara
normatif ketersediaan dan keberlanjutan lahan sawah melalui ketentuan Pasal

11 huruf (i) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan



mempertahankan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (yang selanjutnya
disebut LP2B). Pada ruang lingkup yang lebih teknis dan spesifik, turunan dari
peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Badung Tahun 2013 - 2033 (yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten
Badung) yang mengalokasikan 21.060,89 hektar (atau 50.32% dari luas
wilayah total Kabupaten Badung) untuk kawasan peruntukan pertanian
(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Rincian terkait
alokasi kawasan budidaya tanaman pangan (termasuk sawah) yaitu seluas
9.737,42 hektar atau 23,27% dari luas wilayah total Kabupaten Badung yang
tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal,
Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara. Pada Pasal 81 ayat (2) huruf
b peraturan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut bahwa target penetapan LP2B
di Kabupaten Badung minimal 90% dari luas lahan pertanian pangan yang
ditetapkan, yang jika dikalkulasi menjadi seluas 8.763,67 hektar.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis melalui website resmi
Pemerintah Kabupaten Badung pada 7 November 2023, terdapat pengaturan
LP2B secara normatif telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B juncto Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perlindungan LP2B. Secara teknis, penetapan LP2B di Kabupaten Badung
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 382/048/HK/2022
tentang Penetapan Peta dan Sebaran LP2B, dengan alokasi lahan baku sawah
(yang selanjutnya disebut LBS) seluas 8.800 hektar dan LP2B seluas 6.656
hektar. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari target awal
penetapan LP2B dengan luas yang telah ditetapkan.

Bentuk inkonsistensi juga dapat ditinjau dari implementasi LSD itu
sendiri, antara tujuan awalnya sebagai bentuk kebijakan pengendalian alih
fungsi lahan sawah dengan ketentuan pengaturannya. Berdasarkan pada diktum
kesembilan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-
HK.02.01/X11/202, suatu lahan sawah yang ditetapkan sebagai LSD masih bisa



diajukan permohonan untuk dikeluarkan dari peta LSD, dengan dasar
kelayakannya secara fungsi berdasarkan pertimbangan oleh pemerintah
setempat, akademisi, dan organisasi. Hal ini memberi implikasi bahwa
sejatinya luas penetapan LSD berdasarkan keputusan tersebut masih
dimungkinkan untuk berubah dan bersifat belum final dalam memberikan
kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah. Berdasarkan hasil
verifikasi aktual LSD di Kabupaten Badung pada tahun 2022, terdapat seluas
6.799,29 hektar LSD yang disepakati untuk dipertahankan dan terdapat
1.092,10 hektar LSD yang disepakati untuk tidak dipertahankan. Implementasi
terhadap alokasi luasnya pun masih didasarkan pada hasil kesepakatan dan
berita acara, sehingga secara normatif alokasi luas LSD di Kabupaten Badung
seharusnya masih tetap mengacu pada penetapan awalnya (sampai ada revisi
Surat Keputusan). Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat
disharmoni antara penetapan LSD dengan implementasinya.

Berbagai uraian tersebut memberikan gambaran awal bahwa terdapat
kesenjangan pada kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam
konteks pengembangan wilayah Kabupaten Badung. Hadirnya kebijakan LSD
justru menimbulkan kesenjangan baru, mengingat bahwa implementasi
kebijakan LSD banyak menimbulkan disharmoni dan problematika, baik dari
implementasinya tersendiri maupun terhadap kebijakan pengendalian alih
fungsi lahan sawah yang sudah berlaku di Kabupaten Badung. Berdasarkan
penjelasan tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait dengan pergerakan dan
penerapan LSD sebagai upaya pengendalian terhadap alih fungsi lahan sawah
di Kabupaten Badung dari sudut pandang pengembangan wilayahnya sebagai
kawasan metropolitan berbasis pariwisata. Problematika yang timbul bisa jadi
memiliki kesamaan karakteristik dengan daerah lainnya yang sudah pernah
diteliti ataupun terdapat karakteristik baru, tergantung pada kegiatan ekonomi,
pembangunan fisik wilayah, sektor strategis dan unggulan, Rencana Detail Tata
Ruang (yang selanjutnya disebut RDTR) maupun arah pengembangan

wilayahnya.



B. Rumusan Masalah

Penetapan LSD di Kabupaten Badung sebagai wujud konkret
pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi inkonsisten dengan arah
kebijakan pengembangan wilayahnya yang berdasarkan Perpres Nomor 45
Tahun 2011 merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan
metropolitan. Bentuk inkonsistensi juga dapat dilihat dari implementasi LSD
yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun di Kabupaten Badung, dan telah
mengalami perubahan terutama dalam penurunan alokasi luas dari penetapan
awalnya. Berdasarkan bentuk permasalahan tersebut, terdapat beberapa
rumusan masalah yang diangkat sebagai isu utama atau fokus dari penelitian
yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Bagaimana penetapan LSD yang ada di Kabupaten Badung ditinjau dari
sejumlah kebijakan penataan ruang yang berlaku?

2. Bagaimana dampak dari penetapan LSD terhadap arah pengembangan
wilayah Kabupaten Badung berdasarkan kebijakan penataan ruang yang
berlaku?

3. Bagaimana menyelaraskan antara penetapan LSD sebagai kebijakan
pengendalian alih fungsi lahan sawah dan arah pengembangan wilayah

Kabupaten Badung?

C. Batasan Masalah
Demi pelaksanaan penelitian yang lebih tepat sasaran dan terarah pada
substansi  penelitian, perlu ditetapkan batasan permasalahan guna
mempertajam pembahasan sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan
penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini diantarnya:

1. Kajian utama dalam penelitian ini adalah arah kebijakan LSD di
Kabupaten Badung yang disandingkan dengan pengembangan wilayah
Kabupaten Badung dan sektor unggulannya, sebagai bagian dari
pengembangan Kawasan Perkotaan Sarbagita berdasarkan Perpres
Nomor 45 Tahun 2011;

2. Kebijakan penataan ruang yang berlaku adalah Perpres Nomor 45 Tahun
2011 beserta peraturan turunannya, yaitu RTRW Kabupaten Badung dan
6 Peraturan RDTR Kecamatan; dan



3. Keselarasan kebijakan LSD dengan arah pengembangan wilayah

Kabupaten Badung ditinjau dari faktor penetapan dan kebijakan, tidak
meliputi aspek kemampuan suatu lahan sawah secara fisik (tingkat

kesuburan tanah, jenis tanah, kemampuan tanah, dan lain sebagainya).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat, tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui implementasi dan kesesuaian LSD ditinjau dari berbagai
kebijakan penataan ruang yang berlaku di Kabupaten Badung;
Mengetahui dampak dari penetapan LSD terhadap arah pengembangan
wilayah Kabupaten Badung dalam konteks Kawasan Perkotaan Sarbagita
yang ditinjau berdasarkan kebijakan penataan ruang yang berlaku serta
relevansinya berdasarkan potensi sektor; dan

Mengetahui harmonisasi antara keberlanjutan implementasi kebijakan
LSD ataupun kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah lainnya
yang berlaku di Kabupaten Badung dengan arah pengembangan

wilayahnya sebagai kawasan metropolitan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh atau diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Bagi Penulis
Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi penulis terutama dalam hal:

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis secara pribadi
mengenai implementasi konkret LSD dalam kaitannya dengan arah
pengembangan wilayah (lebih khusus lagi wilayah yang
berorientasi menjadi kawasan metropolitan);

b. Memberikan tambahan informasi dan referensi terkait LSD dengan

berbagai permasalahannya di Kabupaten Badung; dan



c. Memberikan sudut pandang baru terkait dengan kebijakan yang
telah berjalan guna penyusunan kebijakan lainnya yang akan
datang.

2. Bagi Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih bagi pemangku kepentingan terkait dan khalayak luas dalam
hal:

a. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait
kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah, dalam kaitannya
dengan arah pengembangan wilayah bagi pemangku kepentingan
terkait di Kabupaten Badung;

b. Menambah wawasan masyarakat dan khalayak luas terkait dengan
arti penting kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan khalayak luas terkait
dengan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan

pengaturan ruang yang berlaku.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penetapan LSD yang ada di Kabupaten Badung jika ditinjau dari sejumlah
kebijakan penataan ruang yang berlaku, menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara LSD dengan berbagai dokumen rencana tata ruang.
Jika ditinjau secara eksisting, selama 2 tahun berjalan terdapat LSD yang
telah beralih fungsi, dengan persentase yang tidak begitu signifikan namun
harus tetap dikendalikan. Selain itu, dengan pendekatan logis, terdapat
kondisi LSD yang tidak wajar atau tidak cukup memadai dari segi bentuk dan
luas untuk disebut sebagai lahan sawah.
Penetapan LSD di Kabupaten Badung menimbulkan dampak pada
pengaturan kebijakan alih fungsi lahan sawah serta proses perizinan. Di Satu
sisi, penetapan LSD belum mampu menjawab harmonisasi antara penguatan
sektor pertanian sebagai sektor penopang utama dengan arah pengembangan
wilayah Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2020 s.d. 2023. Arah
pengembangan wilayah Kabupaten Badung berdasarkan kebijakan penataan
ruang yang berlaku, secara umum menunjukkan orientasi pengembangan
wilayah Kabupaten Badung sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan
Sarbagita, dengan sektor unggulan pariwisata. Terdapat relevansi antara arah
pengembangan wilayah dengan hasil analisis sektor unggulan, namun tidak
relevan pada sektor pertanian sebagai penopang utama sektor unggulan.
Dalam rangka penyelarasan antara kebijakan pengendalian alih fungsi lahan
sawah (lebih spesifik lagi LSD) dengan arah pengembangan wilayah
Kabupaten Badung sebagai Kawasan Perkotaan Sarbagita, terdapat beberapa
upaya dan alternatif harmonisasi yang dapat dilakukan, diantaranya:

a. Penyelarasan LSD secara implementatif;

b. Integrasi LSD menjadi LP2B;

c. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Ibukota

Kabupaten yang bertendensi Agropolitan;
d. Peningkatan kesejahteraan petani; dan

e. Penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

123



B. Rekomendasi

Bagi Kementerian ATR/BPN:

I.

a.

Menentukan luas dan kriteria minimal penetapan suatu lahan sawah yang
memadai sebagai LSD (yang berorientasi pada LP2B), karena hingga
saat ini yang tersedia hanya ketentuan dari segi luas dalam rangka
penyelesaian ketidaksesuaiannya saja;

Memberikan klausul dalam SK LSD terkait “menyatakan tidak berlaku
lagi” terhadap LSD yang sudah ditetapkan sebagai LP2B di Kabupaten
Badung, mengingat posisi LSD sebagai bahan dari LP2B, yang
penetapannya merupakan kewenangan OPD setempat; dan

Melakukan integrasi yang berorientasi pada LP2B dan kajian ulang
terkait LSD yang fungsionalitasnya tidak memadai, sehingga dapat
diajukan dan ditetapkan sebagai LP2B oleh Pemerintah Daerah setempat.

2. Bagi OPD terkait di Kabupaten Badung:

a.

Menyediakan penguatan instrumen penegakkan hukum yang tegas dan
implementatif terkait pelanggaran kebijakan pengendalian alih fungsi
lahan sawah, melalui pembentukan peraturan daerah yang khusus untuk
mengatur sanksi terkait hal tersebut;

Menyusun strategi terkait peningkatan produktivitas pertanian yang
maksimal melalui ketersediaan lahan yang minimal, sebagai bentuk
alternatif sekaligus antisipatif apabila alih fungsi lahan sawah dalam
konteks pengembangan kawasan metropolitan menjadi tidak terbendung;
dan

Melakukan peninjauan kembali atau pembaruan terkait relevansi yang
implementatif dari isi, muatan, kebijakan dan struktur yang dimuat dalam
rencana tata ruang yang berlaku di Kabupaten Badung, terutama RTRW
Kabupaten Badung dan Perpres Nomor 45 Tahun 2011, yang sudah
berlaku lebih dari 10 tahun.
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